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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Sosial RI yaitu dalam
mengatasi bencana alam, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, jaminan
sosial, serta tugas dan fungsi lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan
sosial masyarakat Indonesia, maka Kementerian Sosial menjadi salah satu
wadah bagi Indonesia untuk melakukan pembangunan kesejahteraan sosial
bagi masyarakat demi meratanya kehidupan sosial di seluruh Indonesia.
Dengan adanya Kementerian Sosial Rl dapat membantu mayarakat khususnya
dibidang sosial.

Pembangunan ekonomi di suatu negara merupakan hal yang sangat
penting bagi perkembangan dari negara tersebut. Karena pembangunan
ekonomi tentunya akan berkaitan pula dengan pertumbuhan ekonomi di suatu
negara. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan
rakyat akan menjadi semakin baik.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia akan menghadapi
berbagai permasalahan seperti penuntasan kemiskinan, pengangguran, dan
lain sebagainya. Yang menjadi hal utama yaitu lapangan pekerjaan, karena
lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan oleh semua orang untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Penduduk Indonesia semakin bertambah setiap harinya

sehingga membutuhkan lapangan pekerjaan yang memadai dan seimbang



dengan jumlah penduduk yang membutuhkan pekerjaan. Namun sayangnya,
jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia sangat sedikit dan tidak seimbang
dengan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia banyak penduduknya yang belum
memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup sehingga diperlukan pelatihan
kerja agar pengetahuan masyarakat Indonesia semakin luas dan dapat bersaing
dengan masyarakat dari negara lain, apalagi sekarang telah memasuki era
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mengharuskan masyarakat
bersaing bukan hanya dengan masyarakat di negara Indonesia tetapi juga
masyarakat dari negara-negara lain. Karena masyarakat yang mampu bersaing
ialah yang memiliki keahlian dan wawasan yang luas.

Untuk menciptakan generasi yang mampu bersaing, memiliki wawasan
yang luas, memiliki soft skill, serta integritas yang tinggi, maka dari itu
Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi mengadakan Praktik
Kerja Lapangan atau yang biasa disebut PKL. Kegiatan tersebut
mengharuskan  mahasiswanya untuk menjadi aktif dan  mampu
mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan
berlangsung dan siap menghadapi dunia kerja nantinya.

Sebagai seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta,
praktikan melaksanakan PKL. Praktikan memilih untuk mwlaksanakan PKL
di Kementerian Sosial. Instansi ini bergerak dalam bidang kesejahteran social
bagi masyarakat Indonesia. Praktikan memilih untuk melaksanakan PKL pada
Kementerian Sosial dikarenakan ingin mempelajari dan mengaplikasikan ilmu

akuntansi pemerintahan yang ada di perkuliahan dengan pelaksanaannya pada



suatu Instansi Pemerintah. Serta ingin memperdalam ilmu terkait dengan

akuntansi pemerintahan secara langsung.

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adapun maksud dari pelaksanaan PKL yaitu:

1.

2.

3.

4.

Mempraktikan terkait ilmu Akuntansi Pemerintahan
Memahami beretika dengan setiap karyawan maupun dengan atasan
Mempraktikan pekerjaan yang sesuai dengan program studi akuntansi

Mempraktikan terkait Sistem Informasi Akuntansi.

Sedangkan tujuan pelaksanaan PKL yaitu:

1.

Lebih terampil dalam mempraktikan ilmu yang didapat selama
perkuliahan terkait Akuntansi Pemerintahan

Lebih paham cara beretika yang baik dengan karyawan dan atasan di
lingkup Kementerian Sosial RI

Lebih terampil dan memahami penerapan ilmu akuntansi di dalam
pekerjaan yang ada di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal
Kementerian Sosial Rl

Memahami dan mengetahui Sistem Informasi Akuntansi yang
digunakan di Instansi Pemerintahan dan juga cara penggunaan dari

sistem tersebut.



C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

PKL memiliki kegunaan bagi berbagai pihak yang terlibat didalamnya

yaitu sebagai berikut:

1.

Bagi Mahasiswa (Praktikan)

Adapun kegunaan PKL bagi mahasiswa yaitu:

a.

Lebih siap dalam dunia kerja karena telah mengetahui dan
mempelajari ilmu akuntansi pemerintahan yang didapatkan selama
melaksanakan PKL

Mengetahui prosedur dalam pencairan dana yang ada di lingkup
Kementerian Sosial

Menambah wawasan tentang ilmu akuntansi dan keuangan yang
terdapat di Instansi Pemerintahan

Menjadikan mahasiswa lebih paham terkait sistem informasi yang
digunakan dalam mengerjakan pekerjaan yang ada di Biro Keuangan

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI.

Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Adapun kegunaan PKL bagi Prodi S1 Akuntansi FE UNJ yaitu:

a.

Mendapatkan umpan balik dalam menyempurnakan kurikulum sesuai
dengan kebutuhan dunia kerja saat ini

Menjalin  hubungan kerjasama yang baik dengan Instansi atau
Perusahaan tempat mahaiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan

Mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.



3. Bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial
Adapun kegunaan PKL bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial
yaitu:
a. Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Universitas Negeri
Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi
b. Dengan adanya mahasiswa yang melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan maka dapat membantu pekerjaan karyawan sekaligus
karyawan dapat berbagi ilmu yang didapatkannya selama bekerja di
Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI
c. Membantu mempersiapkan mahasiswa yang mampu bersaing dalam
dunia kerja
d. Membantu membentuk mahasiswa agar lebih bertanggung jawab,
disiplin, jujur, berani mengambil keputusan, dan berinisiatif tinggi.
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekretariat
Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah kementerian yang
memiliki tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di
dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan

pemerintahan negara di bidang sosial.

Berikut ini adalah informasi data tempat pelaksanaan Praktik Kerja

Lapangan:

Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial

Alamat - Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat



Telepon : (021) — 3100470

Email : ppid@kemsos.qgo.id

Pada dasarnya praktikan memilih PKL di Kementerian Sosial karena ingin
mengetahui dan mempelajari penerapan ilmu akuntansi di Instansi Pemerintah

yang sesuai dengan mata kuliah Akuntansi Pemerintahan.

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan
Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan pada
tanggal 15 Juli sampai dengan 6 September 2019 bertempat di Sekretariat
Jenderal Kementerian Sosial. Berikut ini adalah tahapan pelaksanaan PKL:

1. Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikan
mencari informasi terlebih dahulu mengenai Instansi atau Perusahaan yang
menerima PKL. Praktikan mengunjungi Kementerian Sosial dan langsung
diarahkan ke Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial serta
diminta untuk mengajukan surat rekomendasi PKL. Setelah itu, praktikan
membuat surat permohonan PKL ke Biro Administrasi Akademik dan
Keuangan (BAAK) Universitas Negeri Jakarta untuk diajukan ke bagian
Tata Usaha Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.
Setelah surat selesai dibuat, praktikan memberikan surat permohonan PKL
kepada Bapak Wahyu selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada bulan Mei 2019.
Setelah menunggu kurang lebih 1 bulan, barulah praktikan mendapatkaan

surat penerimaan PKL.


mailto:ppid@kemsos.go.id

2. Tahap Pelaksanaan
Praktikan melaksanakan PKL terhitung sejak tanggal 15 Juli 2019
sampai dengan 6 September 2019. Berikut ini jadwal pelaksanaan kerja di

Kementerian Sosial:

Tabel 1.1 Jadwal PKL

Hari Kerja Waktu Kerja Istirahat
Senin — Kamis Pukul 07.30 s.d Pukul 12.00 s.d
Pukul 16.00 WIB Pukul 13.00 WIB
Jumat Pukul 07.30 s.d Pukul 11.30 s.d
Pukul 16.30 WIB Pukul 13.00 WIB

Sumber: Data diolah oleh penulis, Tahun 2019

3. Tahap Pelaporan
Pada tahap pelaporan ini, praktikan menyusun laporan dalam rangka
memenuhi tugas mata kuliah Praktik Kerja Lapangan, yang menjadi salah
satu syarat kelulusan di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta. Praktikan menyiapkan Laporan ini sejak bulan
Juli sampai dengan bulan Desember 2019. Laporan PKL ini disusun
berdasarkan bimbingan dari dosen pembimbing dan karyawan di Biro

Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.
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TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Sejarah

Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sebelumnya disebut sebagai
Departemen Sosial saat ini dipimpin oleh Bapak Juliari Batubara selaku
Menteri Sosial. Departemen Sosial terbentuk pada tanggal 19 Agustus tahun
1945 yang dasar hukum pendiriannya tertera dalam Peraturan Presiden
Nomor 46 Tahun 2015. Tugasnya adalah untuk menyelenggarakan urusan di
bidang sosial, seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,
perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.

Pada masa awal pemerintahannya Departemen Sosial dipimpin oleh
Bapak Iwa Kusuma Sumantri. Departemen Sosial terletak di Jalan Cemara
no. 5 Jakarta, namun saat itu Ibu Kota Republik Indonesia berpindah ke
Yogyakarta sehingga kantor Departemen Sosial mengikuti untuk pindah ke
Jalan Code Yogyakarta, lalu Ibu Kota Indonesia berpindah lagi ke Jakarta dan
kantor Departemen Sosial berpindah lagi ke Jalan Ir. Juanda Jakarta Pusat dan
hingga akhirnya berpindah ke Jalan Salemba Raya no. 28, Jakarta Pusat
hingga saat ini.

Departemen Sosial (Kementerian Sosial) dibubarkan pada saat
pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid karena saat itu muncul berbagai
masalah kesejahteraan sosial seperti populasi anak jalanan dan anak terlantar

semakin bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun, berbagai bencana baik



bencana alam maupun sosial. Dengan adanya kejadian tersebut maka
dibentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) yang berada
langsung dibawah kepemimpinan Presiden saat itu.

Adanya BKSN tersebut tidak juga dapat menyelesaikan berbagai macam
masalah sosial yang ada, namun justru malah membuat semuanya menjadi
kekurangan karena tidak seimbang antara populasi permasalahan sosial
dengan petugas yang ada pada saat itu, serta kewenangan dari BKSN sendiri
yang sangat terbatas. Karena hal tersebut, maka Kementerian Sosial kembali
dimunculkan tetapi digabung dengan Departemen Kesehatan dengan nama
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Walaupun sudah dibentuk
kembali tetapi permasalahan yang ada tidak juga berkurang malah semakin
bertambah. Dengan kejadian tersebut maka dibentuklah kembali Kementerian
Sosial agar dapat menyelanggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang
kesejahteraan sosial dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015, Kementerian
Sosial terdiri dari, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat
Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Jenderal
Penanganan Fakir Miskin, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Peenyuluhan
Sosial, Staf Ahli Bidng Perubahan dn Dinamika Sosial, Staf Ahli Bidang
Teknologi Kesejahteraan Sosial, dan Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial.

1. Visi Kementerian Sosial

Visi dari Kementerian Sosial yaitu:

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat”
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Visi dari Kemeterian Sosial memiliki arti yaitu bahwa pembangunan
di bidang kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan
masyarakat tentunya bertujuan untuk mewujudkan kondisi masyarakat
yang masuk kedalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) agar berubah menjadi berkesejahteraan sosial pada tahun 2014.

Kondisi ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang kesejahteraan sosial yang berisikan terpenuhinya kondisi
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup
layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan
fungsi sosialnya.

Misi Kementerian Sosial

Misi dari Kementerian Sosial yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin
pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial,
dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS

2. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS

3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial
dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan
sebagai metode penanggulangan kemiskinan

4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan,
jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan

5. Meningkatkan  dan  melestarikan  nilai-nilai  kepahlawanan,
keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menajmin keberlanjutan

peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
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6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

3. Tujuan Kementerian Sosial

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai

Kementerian Sosial tahun 2010-2014 yaitu:

1. Melindungi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari
segala resiko sosial, perlakukan salah, tindak kekerasan, dan
eksploitasi sosial

2. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial
dasar

3. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam
pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis
kontribusi (iuran)

4. Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidak mampuan
sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui
pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah

5. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan
keluarga pahlawan

6. Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia
nonpotensial, eks-penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat
psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak

7. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan

dasarnya
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8. Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi
sosial yang berkualitas bagi PMKS di semua provinsi, kabupaten dan

kota.

4. Logo Kementerian Sosial

KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 11. 1 Logo Kementerian Sosial

Sumber: https://www.kemsos.go.id/profil


https://www.kemsos.go.id/profil

Struktur Organisasi

Berikut ini merupakan struktur organisasi pada Biro Keuangan

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI:

SEKRETARIAT JENDERAL

|

|

DAGUN TATA LARSANA KEUANGAN BAGIAN PERBENDAHARAAN BAIAN VERIFIKAS! DAN AKUNTANS!
i SUBBAGIAN ANALISS DAN PENYIAPAN SUDBAGIAN GAJI DAN PERIALANAN SUBIAGIAN VERFIKASI DAN
H —1 et
I TATA LAKSANA KELAGAN DINAS AKUNTANS| PUSAT
, || SUBBAGIAN PENERIMAAN NEGARA SUBBAGUAN PENGELOLARN SUBIAGIAN VERIFIKASI DAN
BUKAN PAIAK PEREENDAARIAN AKUNTANS! DAERAH
SUBDAGIAN TATA USAHA BIRO SUBAAGIAN TUNTUTAN SUBBAGLAN PLLAPORAN KEUANGAN
— PERUENDAMARAAN DAN  GANTI

RUGI

EEEENNNNEN

1

KELOMPOX JABATAN

- FUNGSIONAL

IENEEREENANEN

Gambar 11.2 Struktur Organisasi Biro Keuangan Kementerian Sosial
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Sumber: Rencana Strategis Biro Keuangan Kementerian Sosial R1 Periode 2014-

2019

Biro Keuangan Kementerian Sosial Republik Indonesia dibagi menjadi 3

bagian, yaitu:

1. Bagian Tatalaksana Keuangan
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Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan analisis dan tata laksana
keuangan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan urusan tata usaha Biro.
Bagian Tatalaksana Keuangan dibagi menjadi 3 Subbagian yaitu:

a. Subbagian Analisis dan Penyiapan Tata Laksana Keuangan
Bertugas untuk menyiapkan bahan koordinasi terkait pengelolaan
keuangan di lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial dengan
unit atau instansi terkait.
b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak
Bertugas untuk menyiapkan bahan penyusunan dan bahan untuk
koordinasi terkait penerimaan negara bukan pajak yang ada di lingkup
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.
c. Subbagian Tata Usaha Biro
Bertugas untuk mengurus seluruh pengelolaan administrasi baik dari

segi kepegawaian, keuangan, persuratan, dan juga kegiatan yang ada di

lingkup Biro Keuangan.

Bagian Perbendaharaan

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, serta urusan gaji
dan perjalanan dinas. Bagian Perbendaharaan dibagi menjadi 3 Subbagian
yaitu:

a. Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan
Bertugas untuk melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) dari seluruh satuan kerja di lingkup Sekretariat Jenderal

Kementerian Sosial, verifikasi surat pertanggungjawaban kegiatan atau
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perjalanan dinas, dan juga pengelolaan terkait seluruh bendahara di
seluruh Kementerian Sosial.
b. Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi
Bertugas untuk melaksanakan penyelesaian terkait masalah tentang
urusan ganti rugi berdasarkan keputusan dari hasil pemeriksaan.
c. Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas
Bertugas untuk mengurus seluruh gaji pegawai yang ada di
Kementerian Sosial, membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) di
lingkup Biro Keuangan, membuat Surat Perintah Membayar (SPM) di
lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, membuat surat
pernyataan pembebanan dan pembatalan tugas perjalanan dinas,
membuat daftar nominatif dan surat tugas untuk perjalanan dinas.

3. Bagian Verifikasi dan Akuntansi

Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan
verifikasi dan akuntansi anggaran p usat, anggaran untuk daerah, serta
penyusunan laporan keuangan. Bagian Verifikasi dan Akuntansi dibagi
menjadi 3 Subbagian yaitu:

a. Subbagian verifikasi dan akuntansi anggaran pusat
Bertugas untuk menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi
verifikasi dan akuntansi penyelenggaraan anggaran pusat dengan

unit/instansi terkait.
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b. Subbagian verifikasi dan akuntansi anggaran untuk daerah
Bertugas untuk menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi
verifikasi dan akuntansi penyelenggaraan anggaran daerah dengan
unit/instansi terkait.
c. Subbagian pelaporan keuangan.
Bertugas untuk menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial dan Kementerian Sosial serta

membuat bahan laporan kinerja di Biro Keuangan.

Penjelasan terkait tugas dan fungsi dari struktur organisasi Biro Keuangan
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial menurut Keputusan Menteri Sosial No.

20 tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal
Bertugas menyelengggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan,

dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Kementerian Sosial.

Uraian Tugas Sekretaris Jenderal yaitu sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas perencanaan,
keuangan, organisasi, dan kepegawaian, pengkajian hukum, umum,
kehumasan, data dan informasi kesejahteraan sosial sebagai pedoman
kegiatan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal di

lingkungan Kementerian Sosial
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b. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas-tugas perencanaan, keuangan,
organisasi dan kepegawaian, pengkaji hukum, umum, dan kehumasan,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja

c. Mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan, organisasi
dan kepegawaian, pengkaji hukum, umum, kehumasan, data dan
informasi kesejahteraan sosial agar dapat terkontrol secara professional
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Mengarahkan para pejabat struktural dan fungsional di bawahnya dalam
rangka pelaksanaan tugas

e. Membina para pejabat struktural dan fungsional di bawahnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memelihara dan
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

f.  Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas berdasarkan realisasi pelaksanaan
kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian
Sosial

g. Memberikan konsultasi dan alternatif pemecahan masalah terhadap para
pejabat struktural dan fungsional di bawahnya

h. Menetapkan laporan Kinerja secretariat berdasarkan realisasi kegiatan
dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang terkait.

Kepala Biro Keuangan
Bertugas melaksanakan urusan keuangan di lingkup Kementerian Sosial

RI.

Uraian tugas Kepala Biro Keuangan yaitu:
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Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan di
lingkungan Kementerian Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas
Mengkoordinasikan  penyelenggaraan  tata  laksana  keuangan,
pengelolaan perendaharaan dan pelaporan keuangan bersama unit terkait
di lingkungan Kementerian Sosial

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan tata laksana
keuangan, pengelolaan perbendaharaan, dan pelaporan keuangan di
lingkungan Kementerian Sosial

Melakukan verifikasi terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan

Kementerian Sosial.

Kepala Bagian Tata Laksana Keuangan

Bertugas melaksanakan analisis dan penyiapan tata laksana keuangan,

penerimaan negara bukan pajak, dan urusan tata usaha biro.

Uraian Tugas Kepala Bagian Tata laksana Keuangan yaitu:

a.

Menyusun rencana kegiatan operasional Bagian Tata Laksana Keuangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas

Menyusun analisis dan penyiapan tata laksana keuangan, penerimaan
negara bukan pajak, dan tata usaha biro

Menyusun rencana strategis di BagianTata Laksana keuangan dan
melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis
pengelolaan keuangan

Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bagian Tata Laksana

Keuangan dengan unit/intansi terkait
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e. Melaksanakan koordinasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan
negara (LHKPN) dan laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil negara
(LHKASN) di lingkungan Biro Keuangan.

4. Kepala Subbagian Analisis dan Penyiapan Tata Laksana Keuangan
Bertugas melakukan analisis dan penyiapan tata laksana keuangan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Analisis dan Penyiapan Tata Laksana

Keuangan yaitu:

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Analisis dan Penyiapan Tata
laksana Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

b. Menyiapkan bahan analisis terhadap peraturan dan ketentuan dalam tata
laksana keuangan

c. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dengan
unit/instansi terkait

d. Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dan mengevaluasi kegiatan
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Analisis dan
Penyiapan Tata laksana Keuangan

e. Melakukan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Analisis dan
Penyiapan Tata Laksana Keuangan sesuai tugas dan kewenangannya

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi Subbagian Analisis dan Penyiapan Tata
Laksana Keuangan

g. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Analisis dan Penyiapan Tata

Laksana Keuangan kepada atasan
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Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Subbagian Penerimaan Negara Bukan pajak

Bertugas melakukan penyusunan penerimaan negara bukan pajak. Uraian

tugas Kepala Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu:

a.

h.

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagai pedoman pelaksanaan tugas

Menyiapkan bahan penyusunan penerimaan negara bukan pajak
Menyiapkan bahan koordinasi penerimaan negara bukan pajak dengan
unit/instansi terkait

Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dan mengevaluasi kegiatan
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Penerimaan Bukan
Pajak

Melakukan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Penerimaan
negara Bukan Pajak sesuai tugas dan kewenangannya

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan
dengan tugas Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Penerimaan Negara Bukan
Pajak kepada atasan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro

Bertugas melakukan urusan tata usaha Biro Keuangan. Uraian tugas

Kepala Subbagian Tata Usaha Biro yaitu:
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Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha Biro sebagai
pedoman pelaksanaan tugas

Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan,
tata persuratan, dan rumah tangga di lingkungan Biro keuangan
Menginventarisir barang kekayaan milik negara di Biro Keuangan
Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta
informasi di lingkungan Biro Keuangan

Menyiapkan bahan laporan kinerja Biro keuangan

Mengkoordinir pengisian Laporan Harta kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil negara
(LHKASN) di lingkungan Biro Keuangan

Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dan mengevaluasi kegiatan
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Tata usaha Biro
Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Tata Usaha
Biro sesuai tugas dan kewenangannya

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan
dengan tugas Subbagian Tata Usaha Biro

Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata usaha Biro kepada atasan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bagian Perbendaharaan

Bertugas melaksanakan pengelolaan  perbendaharaan, tuntutan

perbendaharaan dan ganti rugi, serta urusan gaji dan perjalanan dinas.

Uraian tugas Kepala Bagian Perbendaharaan yaitu:
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Menyusun rencana kegiatan operasional Bagian Perbendaharaan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas

Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan
dan ganti rugi, serta gaji dan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat
Jenderal

Melaksanakan koordinasi pelaksanakaan kegiatan Bagian
Perbendaharaan dengan unit/instansi terkait

Membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, dan
mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bagian
Perbendaharaan

Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Bagian Perbendaharaan

sesuai tugas dan kewenangannya.

Kepala Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan

Bertugas melakukan pengelolaan perbendaharaan. Uraian tugas Kepala

Subbagian Pengelolaan Perbendaharan yaitu:

a.

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas

Menyiapkan bahan penyusunan usul pengangkatan dan pemberhentian
pengelola keuangan di lingkungan kementerian Sosial

Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan perbendaharaan dengan

unit/instansi terkait
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Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dn mengevaluasi kegiatan
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Pengelolaan
Perbendaharaan

Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Pengelolaan
Perbendaharaan sesuai tugas dan kewenangannya

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan
dengan tugas Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan

Melaporkan hasil kegiatan Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan
kepada atasan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi

Bertugas melakukan urusan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.

Uraian tugas kepala Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi

yaitu:

a.

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan
Ganti Rugi sebagai pedoman pelaksanaan tugas

Menyiapkan bahan penyusunan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi
Menyiapkan bahan koordinasi tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi
dengan unit/instansi terkait

Melaksanakan penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan ganti
rugi berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan yang telah ditentukan oleh

tim
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Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dn mengevaluasi kegiatan
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Tuntutan
Perbendaharaan dan Ganti Rugi

Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Tuntutan
Perbendaharaan dan Ganti Rugi sesuai tugas dan kewenangannya
Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan
dengan tugas Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi
Melaporkan hasil kegiatan Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan
Ganti Rugi kepada atasan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas

Bertugas melakukan urusan gaji dan perjalanan dinas. Uraian tugas

Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas yaitu:

a.

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas
sebagai pedoman pelaksanaan tugas

Menyiapkan bahan penyusunan urusan gaji dan perjalanan dinas
Menyiapkan bahan koordinasi urusan gaji dan perjalanan dinas dengan
unit/instansi terkait

Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dn mengevaluasi kegiatan
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Gaji dan Perjalanan
Dinas

Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Gaji dan

Perjalanan Dinas sesuai tugas dan kewenangannya
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Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan
dengan tugas Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas

Melaporkan hasil kegiatan Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas kepada
atasan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

11. Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi

Bertugas melaksanakan verifikasi dan akuntansi anggaran pusat,

verifikasi dan akuntansi anggaran daerah, dan penyusunan laporan keuangan.

Uraian tugas Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi yaitu:

a.

Menyusun rencana kegiatan operasional Bagian Verifikasi dan
Akuntansi sebgai pedoman pelaksanaan tugas

Melaksanakan verifikasi dan akuntansi anggaran pusat, daerah, dan
laporan keuangan

Melaksanakan koordinasi kegiatan verifikasi dan akuntansi anggaran
pusat, daerah, dan laporan keuangan dengan unit/instansi terkait
Melaksanakan koordinasi pembinaan Sumber Daya Manusia pengelola
keuangan dan aplikator bidang keuangan di lingkungan Kementerian
Sosial, serta dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Membagi tuas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, dan
mengevaluasi kegaitan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bagian
Verifikasi dan Akuntansi

Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Bagian Verifikasi dan

Akuntansi sesuai tugas dan kewenangannya
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g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi Bagian Verifikasi dan Akuntansi

h. Melaporkan hasil kegiatan Bagian Verifikasi dan Akuntansi kepada
atasan

i.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

12. Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Anggaran Pusat

Bertugas melakukan verifikasi dan akuntansi penyelenggaraan anggaran

pusat. Uraian tugas Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Anggaran

Pusat yaitu:

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Verifikasi dan Akuntansi
Anggaran Pusat sebagai pedoman pelaksanaan tugas

b. Menyiapkan bahan  pelaksanaan  verifikasi dan  akuntansi
penyelenggaraan anggaran pusat

c. Menyiapkan bahan koordinaai verifikasi dan akuntansi penyelenggaraan
anggaran pusat dengan unit/instansi terkait

d. Menyiapkan bahan pembinaan Sumber Daya Manusia pengelola
keuangan dan aplikator bidang keuangan | lingkungan Kementerian
Sosial

e. Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dan mengevaluasi kegiatan
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Verifikasi dan

Akuntansi Anggaran Pusat
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Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Verifikasi dan
Akuntansi  Anggaran Pusat kepada atasan sesuai tugas dan
kewenangannya

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan
dengan tugas Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Anggaran Pusat
Melaporkan hasil kegiatan Subbagian Verifikasi dan Akuntansi
Anggaran Pusat kepada atasan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

13. Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Anggaran Daerah

Bertugas melakukan verifikasi dan akuntansi penyelenggaraan anggaran

daerah. Uraian Tugas Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Anggaran

Daerah yaitu:

a.

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Verifikasi dan Akuntansi
Anggaran Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas

Menyiapkan  bahan  pelaksanaan  verifikasi dan  akuntansi
penyelenggaraan daerah

Menyiapkan bahan koordinasi verifikasi dan akuntansi penyelenggaraan
anggaran daerah dengan unit/intsansi terkait

Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pengelola dana dekonsentrasi
dan tugas pembantuan

Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dan mengevaluasi kegiatan
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Verifikasi dan

Akuntansi Anggaran Daerah
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f.  Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Verifikasi dan
Akuntansi Anggaran Daerah sesuai tugas dan kewenangannya

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan
dengan tugas Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Anggaran Daerah

h. Melaporkan hasil kegiatan Subbagian Verifikasi dan Akuntansi
Anggaran Daerah kepada atasan

i.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

14. Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan

Bertugas melakukan penyusunan laporan keuangan. Uraian tugas Kepala

Subbagian Pelaporan Keuangan yaitu:

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Pelaporan Keuangan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas

b. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan

c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan keuangan dengan
unit/instansi terkait

d. Menyiapkan bahan laporan kinerja Biro Keuangan

e. Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dan mengevaluasi kegiatan
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Pelaporan
Keuangan

f. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Pelaporan
Keuangan sesuai tugas dan kewenangannya

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan

dengan tugas Subbagian Pelaporan Keuangan
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h. Melaporkan kegiatan Subbagian Pelaporan Keuangan kepada atasan
i.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

C. Kegiatan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015, Secara
umum kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia
yaitu menyelenggaraan urusan dibidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Sosial memiliki beberapa
fungsi, yaitu sebagai berikut:

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan
penanganan fakir miskin penetapan kriteria dan data fakta fakir misin
dan orang tidak mampu

b. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu

c. Penetapan standar rehabilitasi sosial

d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian
Sosial

e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian Sosial

f.  Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial

g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

Kementerian Sosial di daerah
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Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan
kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial
Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.



BAB Il1
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kementerian Sosial
Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat. Kegiatan
Praktik Kerja Lapangan ini berlangsung selama 40 hari kerja terhitung sejak
tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019. Praktikan
ditempatkan di Biro Keuangan Bagian Perbendaharaan Sekretariat Jenderal
Kementerian Sosial RI. Praktikan mendapatkan kesempatan untuk melakukan
beberapa tugas yang diberikan oleh Bagian Perbendaharaan agar dapat
membantu pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di Biro Keuangan
Bagian Perbendaharaan pada subbagian gaji dan perjalanan dinas dan
subbagian pengelolaan perbendaharaan Sekretariat Jenderal Kementerian
Sosial. Tugas yang diberikan kepada praktikan meliputi:

1. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui Sistem Aplikasi

Satuan Kerja (SAS) pada Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas
2. Melakukan verifikasi kesesuaian antara SPP perjalanan dinas, surat tugas,

dan daftar nominative pada Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan
3. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) perjalanan dinas melalui

Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS) pada Subbagian Gaji dan Perjalanan

Dinas
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4. Membuat Surat Pernyataan Pembebanan Perjalanan Dinas dan Surat
Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas pada Subbagian Gaji dan
Perjalanan Dinas

5. Membuat rekapitulasi biaya perjalanan dinas berdasarkan daftar
nominatif dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Sosial pada Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas

B. Pelaksanaan Kerja

Pada awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan
dibimbing dan diarahkan mengenai tugas yang harus praktikan kerjakan
selama pelaksanaan PKL untuk membantu pekerjaan karyawan di bagian
perbendaharaan. Adapun rincian tugas yang praktikan dapatkan selama PKL
yaitu sebagai berikut:

1. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui Sistem

Aplikasi Satuan Kerja (SAS)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018
tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah,
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disampaikan kepada Pengguna
Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan setelah itu
diberikan kepada Pejabat Pembuat Surat Permintaan Pembayaran
(PPSPM). Dalam hal ini, di Biro Keuangan sendiri yang menjadi PPK
jalah Kepala Biro Keuangan dan PPSPM ialah Kepala Bagian

Perbendaharaan.
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Pembuatan SPP ini bertujuan untuk mengajukan permintaan
pembayaran atas belanja yang dilakukan oleh satuan kerja (satker) baik
belanja pegawai ataupun non pegawai yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku. SPP untuk biro keuangan dibuat oleh staf Bagian
Perbendaharaan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS) dan
Bagian Perbendaharaan hanya membuat SPP untuk Biro Keuangan saja,
sedangkan satuan kerja lain membuat SPP masing-masing yang nantinya
akan diserahkan ke Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan. Praktikan
diberikan arahan untuk membantu karyawan dalam pembuatan SPP
perjalanan dinas untuk Biro Keuangan dengan didampingi oleh salah satu
karyawan di Bagian Perbendaharaan. Dokumen yang digunakan dalam
pembuatan SPP perjalanan dinas ialah surat tugas dan daftar nominatif.

Daftar Nominatif ialah daftar yang berisikan biaya perjalanan dinas
dalam rangka kunjungan kerja atau kegiatan di suatu daerah. Biaya
tersebut harus sesuai dengan kwitansi yang dijadikan sebagai acuan
pembuatan daftar nominatif, mulai dari tiket penginapan dan juga
transportasi. Daftar nominatif juga berisikan uang harian yang dierima
oleh pegawai yang melakukan perjalanan dinas yang besarannya sesuai
dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang sudah ditentukan oleh
Kementerian Keuangan. Sedangkan Surat Tugas ialah surat yang
berisikan keterangan bahwa pegawai tersebut benar melakukan

perjalanan dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh atasan.
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Pembuatan SPP ini menggunakan aplikasi yang bernama Sistem

Aplikasi Satuan Kerja (SAS). Aplikasi SAS ialah aplikasi yang dipakai

oleh satuan kerja yang menggunakan layanan Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN). Aplikasi SAS terdiri dari tiga modul

utama, yaitu:

1.

SAS modul Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang digunakan untuk
membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SAS modul Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang
digunakan untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM)

SAS modul Bendahara yang digunakan oleh bendahara untuk
membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Satuan Kerja
(satker).

Adapun tahapan dalam pembuatan SPP (lampiran 7) yaitu sebagai

berikut:

1.

Membuka aplikasi SAS pada komputer lalu membuka modul PPK
untuk selanjutnya log in menggunakan user dan password milik
karyawan Biro Keuangan (lampiran 7.1)

Setelah berhasil log in, tahapan yang berikutnya yaitu klik SPP pada
kolom bagian atas aplikasi SAS lalu klik RUH SPP (lampiran 7.2)
dan akan muncul format yang harus diisi sesuai dengan dokumen
yang ada (lampiran 7.3), untuk mengisi format tersebut hal yang
dilakukan ialah klik rekam dan akan muncul formulir pengisiannya

(lampiran 7.4)
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Isi jenis SPM sesuai dengan jenis belanja yang akan diajukan yaitu
untuk perjalanan dinas dengan memilih non kontraktual. Selanjutnya
isi tanggal sesuai dengan tanggal pembuatan SPP dan isi jumlah biaya
yang akan diajukan sesuai dengan dokumen yaitu daftar nominatif.
Setelah data tersebut terisi maka data lainnya akan terisi secara
otomatis. (lampiran 7.5)

Selanjutnya Kklik supplier kemudian klik kode bendahara dan pilih
kode dengan nomor 0001.0001.0001. Kode tersebut merupakan kode
supplier yang akan digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran
kepada Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Jenderal
Kementerian Sosial RI. (lampiran 7.6) Setelah memilih kode
bendahara maka data lainnya akan terisi secara otomatis. (lampiran
7.7)

Setelah itu klik akun dan akan muncul dua tabel pada bagian kanan
dan Kkiri. Tabel sebelah Kiri berisi perekaman pengeluaran yang
jumlahnya akan otomatis terisi sesuai data yang telah dimasukkan dan
tabel sebelah kanan berisi perekaman penerimaan yang diisi secara
manual (jika ada) lalu klik kembali dan klik simpan. (lampiran 7.8)
Setelah seluruh data berhasil diinput, maka selanjutnya yaitu transfer
ADK (arsip data komputer) SPP ke PPSPM dengan cara klik SPP lalu
Klik transfer ADK SPP (lampiran 7.9), setelah itu isi tanggal
pembuatan SPP dan akan muncul data yang sudah diinput tadi lalu

Klik transfer. (lampiran (7.10)
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6. Apabila ADK telah ditransfer ke PPSPM maka selanjutnya cetak SPP
dengan cara klik SPP lalu klik cetak SPP (lampiran 7.11) dan isi
tanggal pembuatan SPP kemudin data akan muncul secara otomatis
lalu pilih proses untuk selanjutnya dicetak. (lampiran 7.12)

Setelah SPP dicetak (lampiran 7.13) maka SPP beserta dokumen
pendukungnya yaitu surat tugas dan daftar nominatif akan diberikan
kepada karyawan subbagian pengelolaan perbendaharaan untuk dilakukan
verifikasi.

Melakukan verifikasi kesesuaian antara Surat Permintaan

Pembayaran (SPP), surat tugas, dan daftar nominatif
Surat Permintaan Pembayaran yang dibuat oleh setiap satuan kerja

(satker) yang berada di lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial

dibawa ke Biro Keuangan untuk dilakukan verifikasi terkait dokumen-

dokumen pelengkap untuk selanjutnya di proses dalam pembuatan SPM.

Verifikasi SPP dan dokumen pelengkap tersebut bertujuan agar SPP dan

dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Praktikan

melakukan verifikasi terkait SPP Perjalanan Dinas. Dokumen yang
dibutuhkan untuk melakukan verifikasi SPP Perjalanan Dinas ialah
kesesuaian surat tugas (lampiran 8), daftar nominatif (lampiran 9) dan

SPP yang sudah dicetak.

Berikut ini adalah tata cara melakukan verifikasi SPP:

1. Sebelum membuat SPM, maka SPP harus dilakukan verifikasi

terlebih dahulu oleh subbagian pengelolaan perbendaharaan biro
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keuangan. Setiap satker mengantarkan dokumen berupa daftar
nomintatif, surat tugas, dan SPP ke biro keuangan dan diberikan
kepada karyawan yang bersangkutan

2. Dokumen vyang telah diberikan ke biro keuangan selanjutnya
dilakukan verifikasi terkait kebenaran tanggal keberangkatan, tanggal
kepulangan, dan nama yang terlampir pada surat tugas dengan data
yang terlampir pada daftar nominatif. Apabila data sudah sesuai,
maka selanjutnya dilakukan verifikasi besaran biaya yang terlampir
pada daftar nominatif dengan data yang terlampir pada Surat
Permintaan Pembayaran (SPP)

3. Setelah verifikasi ketiga dokumen maka praktikan mengisi lembar
verifikasi (lampiran 10) yang berisikan kelengkapan dokumen.
Apabila dokumen masih belum lengkap atau belum sesuai maka
praktikan membuat catatan pada bagian bawah lembar verifikasi

4. Apabila dokumen yang telah diverifikasi sudah sesuai maka akan
langsung diberikan kepada karyawan subbagian gaji dan perjalanan
dinas yang bertugas untuk membuat SPM untuk selanjutnya
dilakukan proses membuat SPM, namun apabila dokumen tersebut
masih belum lengkap maka akan diberikan kembali kepada satker
yang bersangkutan dan proses akan dilanjutkan apabila dokumen
sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan.

Setelah pekerjaan tersebut selesai, maka selanjutnya dokumen dan

lembar verifikasi tersebut diberikan kepada karyawan subbagian gaji dan
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perjalanan dinas yang berwenang untuk membuat Surat Permintah
Perintah Membayar (SPM).

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) perjalanan dinas melalui
Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018
tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah,
Surat Perintah Membayar (SPM) adalah sebuah dokumen yang fungsinya
untuk melakukan pencairan dana yang sumbernya berasal dari Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterbitkan oleh Pejabat
Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM). Pembuatan SPM ini
bertujuan untuk mencairkan dana APBN yang bersumber dari DIPA.

Di Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pembuatan SPM hanya
bisa dilakukan di Biro Keuangan. Setiap Satuan Kerja (satker) yang ingin
membuat SPM harus menyerahkan dokumen pendukung yaitu berupa
SPP baik dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk arsip data
komputer (adk) agar bisa mengajukan permintaan membuat SPM kepada
PPSPM.

Dokumen yang dibutuhkan yaitu SPP, surat tugas, dan daftar
nominatif perjalanan dinas. Pembuatan SPM ini juga menggunakan
aplikasi yang sama dengan aplikasi untuk membuat SPP vyaitu
menggunakan aplikasi SAS. Namun modul yang dipergunakan berbeda,
pembuatan SPP menggunakan modul PPK, sedangkan pembuatan SPM

menggunakan modul PPSM.



Adapun tahapan pembuatan SPM (lampiran 12) yaitu sebagai berikut:
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1. Membuka aplikasi SAS pada komputer, lalu membuka modul PPSPM

untuk selanjutnya log in menggunakan user dan password milik
karyawan Biro Keuangan (lampiran 11.1)

. Setelah berhasil log in pada aplikasi SAS, tahapan selanjutnya yaitu
Klik SPM lalu Kklik terima ADK SPP (lampiran 11.2) dan akan muncul
format yang akan diisi (lampiran 11.3)

Klik ADK lalu pilih SPM yang ingin diajukan sesuai dengan berkas
SPP yang diterima (lampiran 11.4)

. Setelah memilih ADK lalu selanjutnya klik terima agar berkas

tersebut masuk kedalam data untuk pembuatan SPM (lampiran 11.5)

. Setelah menerima ADK SPP, lalu klik SPM dan klik catat, batal, dan

hapus SPM (lampiran 11.6)

Pada menu catat, batal, dan hapus SPM akan muncul format yang
akan diisi lalu pilih catat (lampiran 11.7), lalu isi tanggal sesuai
dengan tanggal ketika akan membuat SPM, maka akan muncul ADK
SPP yang telah diterima secara otomatis dan klik ADK tersebut lalu
Klik kembali (lampiran 11.8)

. Setelah itu tahapan yang selanjutnya ialah mencetak SPM melalui

menu SPM, lalu klik cetak SPM (lampiran 11.9). Apabila data SPM
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sudah muncul maka pilih SPM yang akan dicetak lalu klik proses

(lampiran 11.10)

8. Setelah SPM dicetak maka selanjutnya data tersebut di transfer ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) yaitu dengan cara klik
utiliti lalu klik transfer SPM ke KPPN (lampiran 11.11). Selanjutnya
Klik direktori tujuan lalu pilih data yang akan di transfer lalu setelah
itu klik transfer (lampiran 11.12).

SPM vyang telah dicetak (lampiran 11.11) akan ditanda tangani oleh
pejabat PPSPM dan tahapan yang terakhir SPM akan dibawa ke KPPN
oleh karyawan subbagian gaji dan perjalanan dinas. Setelah SPM dibawa
ke KPPN, maka dana yang telah cair akan masuk ke rekening bendahara
pengeluaran untuk selanjutnya diberikan kepada yang bersangkutan.
Membuat Surat Pernyataan Pembebanan Perjalanan Dinas dan
Surat Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas

Surat Pernyataan Pembebanan Perjalanan Dinas dan Surat
Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas dibuat apabila batal melakukan
perjalanan dinas dengan alasan tertentu yang tidak dapat ditinggalkan.
Sehingga dibuatlah kedua surat pernyataan tersebut sebagai bentuk
keterangan agar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk perjalanan
dinas tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Surat tersebut berisikan
keterangan bahwa biaya yang telah dikeluarkan untuk pemesanan tiket
hotel dan tiket pesawat tidak dapat di refund baik sebagian maupun

seluruhnya sehingga dibebankan pada DIPA. Dokumen yang digunakan
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untuk membuat kedua surat tersebut ialah daftar nama yang batal

melakukan perjalanan dinas dan besaran biaya yang sesuai dengan tiket

hotel dan juga tiket pesawat yang telah dipesan.

Berikut ini merupakan cara untuk membuat Surat Pernyataan

Pembebanan Perjalanan Dinas dan Surat Pernyataan Pembatalan

Perjalanan Dinas yaitu:

1.

Menerima dokumen yang berisikan daftar nama yang batal untuk
melakukan perjalanan dinas. Dokumen tersebut berisikan surat tugas
dan juga tiket hotel ataupun tiket pesawat yang telah dipesan
sebelumnya

Setelah itu, praktikan diberikan format pembuatan surat tersebut lalu
membuka Microsoft Excel untuk membuat surat pernyataan
pembatalan kerja sesuai dengan nama-nama yang telah terlampir
pada dokumen lalu mencetaknya (lampiran 12)

Apabila surat pernyataan pembatalan perjalanan dinas telah dibuat
maka selanjutnya membuat surat pernyataan pembebanan perjalanan
dinas yang berisikan nama yang batal untuk melakukan perjalana
dinas dan jumlah anggaran yang telah dikeluarkan untuk pemesanan
hotel ataupun pesawat yang dapat dilihat pada tiket yang tertera pada
dokumen lalu mencetaknya (lampiran 13)

Setelah kedua surat tersebut selesai dibuat, selanjutnya diberikan
kepada Kepala Sub Bagian Gaji dan Perjalanan Dinas untuk

ditandangani oleh yang bersangkutan.
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Setelah kedua surat tersebut berhasil dibuat dan telah ditandatangani
oleh yang batal melakukan perjalanan dinas, maka surat tersebut
dimasukkan kedalam map yang berisikan dokumen surat pembebanan
dan pembatalan tugas perjalanan dinas.

Membuat Rekap Biaya Perjalanan Dinas Berdasarkan Daftar
Nominatif Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Sosial

Dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Sosial, bagian perbendaharaan diminta untuk membuat rekap biaya
perjalanan dinas untuk mempermudah Inspektorat Jenderal dalam
melakukan pemeriksaan. Rekap biaya perjalanan tersebut dibuat sebagai
bahan yang dipergunakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial
untuk melakukan verifikasi terkait kesesuaiannya dengan kwitansi yang
ada pada dokumen yang akan diperiksa. Dokumen yang dibutuhkan untuk
membuat rekap biaya perjalanan dinas tersebut ialah Daftar Nominatif,
karena daftar nominatif berisikan jumlah biaya untuk perjalanan dinas.
Berikut ini tahapan dalam pembuatan rekap biaya perjalanan dinas, yaitu:
1. Praktikan menerima beberapa daftar nominatif dari salah satu

karyawan bagian perbendaharaan
2. Membuka Microsoft Excel dan membuat tabel yang berisikan

nama/NIP, uang harian, uang penginapan dan tiket, uang transport,
dan jumlah biaya yang dibutuhkan dengan menjumlahkan seluruh

biaya-biaya tersebut
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3. Setelah membuat tabel tersebut, praktikan mengisi data-data yang
sesuai dengan daftar nominatif ke dalam rekap biaya perjalanan dinas.
Dalam mengisi uang harian, uang penginapan, biaya pesawat dan
uang transportasi harus sangat teliti agar tidak terjadi salah catat dan
agar biaya yang direkap telah sesuai dengan daftar nominatif yang ada

4. Setelah selesai mengisi semua tabel, praktikan menjumlahkan

keseluruhan biaya tersebut lalu mencetaknya (lampiran 14).

Setelah pekerjaan tersebut selesai, maka akan diberikan kepada
Insprektorat Jenderal Kementerian Sosial RI untuk dilakukan

pemeriksaan.

C. Kendala Yang Dihadapi

Selama praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada Bagian
Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial,
praktikan menyadari bahwa ada beberapa kendala yang berasal dari
internal instansi maupun dari diri praktikan sendiri sehingga menghambat
dalam pelaksanaan pekerjaan selama PKL. Kendala tersebut antara lain
adalah:
1. Praktikan kurang memahami aplikasi SAS dan cara penggunaannya
2. Untuk mencetak hasil pekerjaan yang praktikan lakukan tidak ada

printer Khusus sehingga praktikan bergantian dengan karyawan lain.
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D. Cara Mengatasi Kendala

Cara yang praktikan lakukan untuk mengatasi kendala yang dialami

selama PKL, yaitu:

1.

Praktikan bertanya dan meminta bantuan kepada karyawan yang
mengerti cara penggunaan aplikasi SAS. Selain itu praktikan juga
berusaha untuk memahami cara penggunaannya agar dapat
memudahkan dalam melakukan pekerjaan

Praktikan bergantian menggunakan printer yang ada di meja
karyawan apabila sedang tidak gunakan agar hasil pekerjaan yang

telah praktikan lakukan dapat segera dicetak dan tidak terhambat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan banyak
mendapatkan pengalaman dan wawasan baru terkait dengan sistem akuntansi
di Instansi Pemerintahan. Berikut ini merupakan hasil yang praktikan peroleh
selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bagian Perbendaharaan

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial:

1. Praktikan mendapatkan ilmu terkait aplikasi SAS yang digunakan di
Instansi  Pemerintahan  khususnya Bagian Perbendaharaan untuk
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar

2. Praktikan mendapatkan pengetahuan mengenai dunia Kkerja yang
sebenarnya sehingga dapat mengetahui penerapan Ilmu Akuntansi
Pemerintahan yang telah didapatkan selama perkuliahan

3. Praktikan mendapatkan ilmu mengenai cara melatih diri untuk
bersosialisasi dengan rekan kerja dan juga belajar untuk dapat bertanggung
jawab terhadap pekerjan yang diberikan

4. Pratikan dapat melatih bagaimana cara mengambil keputusan yang baik

dan sesuai dengan apa yang sedang terjadi
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B. Saran

Berdasarkan pengalaman yang praktikan dapatkan selama melakukan
kegiatan Praktik Kerja Lapangan, maka praktikan memberikan saran kepada
semua pihak yang terlibat agar pelaksanaan PKL dapat lebih baik lagi
kedepannya. Berikut ini merupakan saran yang praktikan berikan:

1. Bagi Mahasiswa yang akan melakukan PKL

a. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL harus mempersiapkan
dengan matang hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PKL, agar
dapat mempermudah dalam pelaksanaan PKL nantinya.

b. Mahasiswa seharusnya berinisiatif untuk mencari terlebih dahulu
referensi tempat PKL, agar pada saat pelaksanaannya mahasiswa
sudah mengetahui dimana akan melaksanakaan PKL.

c. Mahasiswa seharusnya lebih belajar dan melatih diri agar lebih siap
untuk melakukan kegiatan PKL.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

a. Pihak fakultas sebaiknya lebih sering memberikan pelatihan ataupun
informasi kepada mahasiswa yang akan melaksanakan PKL sehingga
dapat lebih siap dalam pelaksanaan PKL.

b. Pihak fakultas sebaiknya lebih memperhatikan mahasiswa yang sedang
melaksanakan PKL agar tidak terjadi kesalahan yang tidak dinginkan
dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan Instansi atau

Perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan PKL.
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3. Bagi Kementerian Sosial Republik Indonesia

a. Lebih memperhatikan koneksi internet untuk menunjang kegiatan
operasional di dalam kantor.

b. Praktikan menyarankan agar Instansi lebih dapat memberikan
pekerjaan yang sesuai dengan mahasiswa yang melakukan kegiatan
PKL

c. Praktikan menyarankan agar Biro Keuangan lebih teliti lagi dalam
melakukan verifikasi dokumen yang belum lengkap, sehingga pada
saat dalam masa audit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI

dokumen tersebut sudah lengkap.
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Lampiran 1 : Surat Permohonan PKL

S—
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

- Kampus Universitas Negeri Jakarta
W JI. Rawamangun Muka, Gedung Administrasi It. 1, Jakarta 13220

Telp: (021) 4759081, (021) 4893668, email: bakhum.akademik@unj.ac.id

Nomor : 7555/UN39.12/KM/2019 g 27 Mei 2019
Lamp. : 1 lembar
Hal :Permohonan lzin Praktek Kerja Lapangan Kelompok

Kepada Yth.
Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial RI

Jl. Salemba Raya RT. 5/RW. 6, Paseban. Kec. Senen, Kota
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya tugas salah satu mata kuliah, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu
untuk dapat menerima mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenjang : S1

Sebanyak : 2 mahasiswa (Anisya Nindia Putri, dkk) Daftar nama terlampir

Dalam Rangka : Memenuhi Tugas Mata Kuliah "Praktik Kerja Lapangan” pada tanggal 15 Juli
2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019.

No. Telp/Hp : 081288757510

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

\ / o , SH.
Tembusan : '\ HPZ19630403 198510 2 001

1. Dekan Fakultas Ekonomi

. Koordinator Program Studi
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Lampiran 2 : Surat Balasan Atas Permohonan PKL

°
‘é KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
7 JL. SALEMBA RAYA NO. 28 JAKARTA PUSAT 10430
w TELEPON, 3103591-3100406 LAMAN : rokeu kemensos@gmail.com

Nosor I QOQ / ¥en 1M O3 76/ 200 22 Juni 2019
Lampiran
Hal : Pemberitahuan 17in Praktek Kerja Lapangan Kelompok

Yth, Kepaia Biro Akademnik, Xemahasswaan dan Hubungan Masyarakat
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
JiNanas 1, 015/010, Tan Kayu Utara 13120, Matvaman
Jakarta Temur

1. Pada Pringipnya kami depat menerims Mahasicwa/l berfut -

No Ns | Nema | s | Serang
-— —— —
1 8335164090 ANISYA NINDIA PUTRI Akuntansi S1
| = 1 =
2 BI35164110 ALDILA LARASATT Auntanst s1

)

Untuk melshukan kegiatan Praktek Kerfa Lapangan di B0 Keuangan Kementerian Sosial sesusi jadwal
yang sudah ditentukan.

2. Selama kegiatan Praktek Kerls Lapangan Mahasswa/l tersebut dharapkan mematuhl peraturan dan
tata tertd yang berlaky, sepert) ©
&, Wakiu pelsksanaan Praktek Kerja Lapangan terhitung muial tanggal 15 Jull s/d 06 September
b %dmmmm-mm O7.30 WIB - J16.00 WIB (Rumat Puked O7.30 WIS - 1630
. Waktu Istirahat Senin - Kamis putesf . 12.00-13.00 WIS (Rumet puiad 11.30 WIB -12.00 wib)
d. Seloma Keglatan Praftek Kerfa Lapangan Mahasiswa/l dharapkan dapit menjage etha kerfs dan
menggunakan pakatan yang rapih dan sopan

Demikian surat ini disampaikan, atas perhationnya ducapkan terimaksih.

Tembusan Yih:
Kepaia Biro Keuangan
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Lampiran 3 : Daftar Hadir PKL

y's

FAKL LTAS EKONOMI

L T TP TR SE—

J"" Tobegmn (010 711007 aWMIR" Fan oHE1) SNRRNY
o ) s b oy v

0-‘"""..0
DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
. SKhS
Nama h“\\ﬂ Lard fa
No Repstras 8‘:'1 \I}\r:\\:m
Propr dy
'l«‘m::‘l’::;hh tEMNTENM' Wlﬁt #
Alamat PakukTelp N fal ey
NO HARITANGGAL W
M T W G W ,'M
| sowm. % 3 S . M
g | Sobv , B-F-¥ O s

s | fuwad Q-3 s A@
Ceain 20 -1 - Y o.m.

telasa 1 15 . ?"9 A
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UNIVERSITAS

FAKULTAS |
Warmgnen | Svrmstan Negen b st €

e
"'.":p‘
— A\d!h
g [E3 3413 "o
Progae Stub ALLMA NG
Tempat Prakuk %‘ N
Alamat Praknk/Telp
NO HARLTANGGAL

g0 ¢ -8 -®
teasa, & -3 -O
Rabu, 3 -8 ~9

1Lamts, ‘ 8 9

dumiat 9 g "9 s
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Nama
No Registras
Program Swd:
Tempat Prakuk )
Alamat Prakuk/Telp  3\- Ja

NO HARUTANGGAL
1 Senn i -8 -9
2 Selasa (1% -8 _g

Lomis, 19 -8 ,\9
dumar, 308 -9
Sawa 29 g
Selusa; 3 4
Rabu .

3 fobu w-s ',‘?  3%
| P

A

b -
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Lampiran 4 : Lembar Penilaian

—

& "\ KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOG, DAN PEN
@ UNIVERSITAS NEGERI J
\ & FAKULTAS EKONOMI

T
- Kavrgun Univarsitas Negen: Jakarta Gedung R, Salon

Tehopon (021) 4721227 4706288, Pax:

FM' Fanmn www 1o iy me i

PENILAIAN PRAKTIK KERJA

Nama

No Registras
Program Study
Tempat Praknk
Alamat Prakuk/Telp

NO ASPEK YANG DINILAI

1 | Kehadiran 994
2 | Kedsiphnan 33 86-100 A
3 | Sikap dan Kepribadian

Kemampuan Dasar

Ketrampilan Menggunakan Fasilitas
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Lampiran 5 : Log Harian PKL

NO HARI/TANGGAL
1 SENIN, 15 JULI 2019 1. Pengenalan biro keuan
2 SELASA, 16 JULI 2019 1. Pengenalan aplikasi SAS
1. Materi Surat Permintaan Pemb
RABU, 17 JUUI 2019
3 2. Verifikasi SPP
s KAMIS, 18 JULI 2019 | verifikasi SPP
2. Membuat SPP
s | umar19wuzone  [hVerifikasi SPP
2. Membuat SPP
3 SENIN, 22)ULi 2019 |1 Verifikasi SPP
2. Membuat SPP
1. Membuat surat pernyataan pembebanan dan
7 Biuu 2019 |pembatalan perfalanan dinas
s RABU,24JuU 2009 | M€ suret permystus pumbebanma den
p lan perj dinas
a KAMIS, 25 JULI 2019 1. Membuat surat pernyataan pembebanan dan
pembatalan perjalanan dinas
10 JUMAT, 26 JULI 2019 1. Membuat sut-atl mWn pembebanan dan
pembatalan perj dinas
1. Verifikasi SPP
1 SENIN, 29 JULl 2019 2. Membuat surat pernyataan pembebanan dan
pembatalan perjal dinas
1. Verifikasi SPP
12 SELASA, 30 JUUI 2019 2. Membuat surat perny pembebanan dan
|pembatalan perjalanan dinas
1. Verifikasi SPP %
13 RABU, 31 JUU 2019 2. Membuat surat pemm pembebanan dan
|pembatalan perjalanan dlm_@__
1. Ve : %
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LOG HARIAN PKL

20 JUMAT, 9 AGUSTUS 2019  [2. Membuat surat pernyataan pembebanan dan
pembatalan perjalanan dinas
1. Verifikasi SPP
21 SENIN, 12 AGUSTUS 2019 |2, Verifikasi SPJ Perjalanan Dinas
3. Membuat SPP
22 SELASA, 13 AGUSTUS 2019 |1. Verifikasi SP) Perjalanan Dinas
2. Membuat SPP
23 RABU, 14 AGUSTUS 2019  |1. Materi Surat Perintah Membayar (SPM)
24 KAMIS, 15 AGUSTUS 2019 |1. Membuat SPM
25 JUMAT, 16 AGUSTUS 2019 |1. Membuat SPM
1. Membuat SPM
26 | SENIN, 19 AGUTUS 2019  |2. Membuat surat pernyataan pembebanan dan M. Syahril
pembatalan perjalanan dinas
27 | seLasa, 20 AGUSTUS 2019 [ Verifikasi SPP M. Syahril
2. Verifikasi SP) Perjalanan Dinas
28 | RABU,21AGUSTUS 2019 [L-VerifikasiSPP__ M. Syahril
2. Verifikasi SPJ Perjalanan Dinas
1. Verifikasi SPP
D BN, 2 ARISTUS 2015 2. Verifikasi SP) Perjalanan Dinas e
1. Verifikasi SPP
30 | JUMAT, 23 AGUSTUS 2019 57 T0ei 207 op) Perjalanan Dinas s
31 SENIN, 26 AGUSTUS 2019 |1. Membuat SPM M. Syahril
32 | SELASA, 27 AGUSTUS 2019 |1. Membuat SPM M. Syahril
33 RABU, 28 AGUSTUS 2019 |1, Materi alur dari SPP ke SPM M. Syahril
34 KAMIS, 29 AGUSTUS 2019 |1. Membuat rekap biaya perjalanan dinas M. Syahril
35 | JUMAT, 30 AGUSTUS 2019 |1. Membuat rekap biaya perjalanan dinas M. Syahril
1. Verifikasi SPP
36 | SENIN, 2 SEPTEMBER 2019 |2. Membuat SPP M. Syahril
. Membuat SPM
1. Verifikasi SPP
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Lampiran 6 : Kartu Konsultasi Pembimbingan PKL

#"§_™ KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGL DAN PENDIDIKAN TINGGI ﬁ@ﬂ C%
;. S

z UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universuas Neger Jakarm Gedung R Jalan Ranamangun Muka, Jakarra 13220 %

w\§ Telepon (021) 4721227 470628 Fax: (031) 4706285

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL A praekE o Lapanme,

g \aajas Judul PKL :
1. Nama Mahasiswa § w.%“’%;__o ok 5 ._:dp.w}?muns
2. No.Registrasi g g RCERG
3. Program Studi ) Omi oo YRS
4. Dosen Pembimbing s M XY mE&:»Q
nip, 9ER0A( 992651802 e
TANDA TANG

NO| TGL/BLN/THN MATERI KONSULTASI SARAN PEMBIMBING PEMBIMBING

[ 370770 [ese \ de T Qe Matnd | tujuan, keguncon | b

2 yan Seprah | pdwal dibuat  tdoel . A

2 ww‘\s\puﬁ ere I o ﬂna&oa dovamen qangy diqumakan dan

4 tampaln N i

s [25/19/ 2019 e ©

6

1pYela0 |eme - F Pl cal Momaas” Eendata \N@
8 ) ‘ i kb @ ] i

9 :

10

1

12 = . Q _

SETUJU UNTUK UJIAN PKL V

Catatan : 4
1. Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh Pembimbing pada saat konsultasi \Q

2. Kartu ini dibawa pada saat ujian PKL, apabila diperlukan dapat diper,

bagai bukti pembi
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Lampiran 7 : Langkah-langkah Membuat Surat Permintaan Pembayaran

Lampiran 7.1

user | | |
PASSWORD | |
|

SERVER TP | | Loemn | BATAL

Lampiran 7.2

€ Aplikasi SAS 2019 roon]@] 2
Pagu Monitoring Referensil Referensill Data Konfir PPNPN  Lainnya Utiliti  Peraturan  Keluar
Cetak SPP
Transfer ADK SPP
RUH SPBy
Cetak SPBy

w2019

Tanggal 12 Nopember 2019

60



Lampiran 7.3

€ Aplikasi SAS 2019 o |[EB] 52 |
Pagu SPP Monitoring Referensil Referensill DataKonfirmasi PPNPN Lainnya Utiliti Peraturan Keluar

Lampiran 7.4

€ Aplikasi SAS 2019 == =R
Pagu SPP Monitoring Referensil Referensill DataKonfirmasi  PPNPN  Lainnya Utiliti  Peraturan  Keluar

3
 Jenis SPM 07 LANGSUNG [ia)a)a] /+s012115-2225/08/2019
~ Kontraktual © Non Kontraktual

 Kuasa Bendahara Umum Negara, KPP 182 JAKARTA VIT
Pilih  agar melakukan pembayaran sejumlah  Rp.

Cara Bayar 2 GroBank
Dasar Pengeluaran
01 UUAPBN 2019 NO. 12 TAHUN 2018

Jenis Dokumen
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Lampiran 7.5

€ Aplikasi SAS 2019
Pagu SPP Monitoring Referensil

roanlfei| 83

Referensi I Data Konfirmasi

PPNPN Lainnya

Uiliti Persturan  Keluar

Tanggal 01-08-2019

Pilh | agar melakukan pembayaran sejumlah  Rp. 1846.450,00

GaraBayar 2 GroBak : Tahun Anggaran 2015
Dasar Pengeluaran i, Program 2225 955 11 %0 01
01 UUAPEN 2019 NO. 12 TAHUN 2018

Jenis Dokumen
01 DPATAHN IS, Tanggal |05-12-2015
DIPA-027.01.1.440121/201

|REV.5 NO.DIPA-027.01.1.440121/2019

Kd Valas Kurs
{IDR

Rekap Gaji

Lampiran 7.6

€ Aplikasi SAS 2019
Pagu SPD Monitoring Referensi

= =S
Referensill DataKonfirmasi PPNPN Lainnya Utiiti Peraturan Keluar

Perekaman Bendaharawan

Kode Bend.

(SN 0001-0001-0001 663547272 Bendahara Pengeluaran SEKRETARIAT JEPT Bank Negara Indonesia 194
0002-0001-0001 _terlampir Para Pegawai Sekretariat Jenderal KemenPT Bank Negara Indonesia 194

Bank

Nama Rek.

No. Rek,

NPVWP

Bank Pusat
Swift Tpeswp[ | Teb.
Kode Negara
Kode Pos
Propinsi

ot pEATAHNDS | Kota

DIPA-027.01. 1. 440121 Email
Untuk.

REV.5 NO.DIPA-027.01
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Lampiran 7.7

"€ Aplikasi SAS 2019 Tole) = |
Pagu SPP Monitoring Referensil Referensil Dsta Konfirmasi PPNPN Lsinnya Utiiti Peraturan Keluar
Perekaman Bendal n
Jenis SPM 07 LANGSUNG
o Kode Bend, | 0001-0001-0001
Kepada Bendanara Pengel KEMENTERTAN SOSTAL —
Jalan Salemba Raya No. ' !
WMW!MS’_HGW)MIIMMYI
& & AU
===

"€ Aplikasi SAS 2019

Pagu SPP Monitoring Referensil Referensil Dsta Konfirmasi PPNPN Lsinnya Utiiti Peraturan Keluar

AKUN  Dep Unit Lok Kab Kd. Satker

|

Tanggal 12 Nopember 2019
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Lampiran 7.9

© plitas S5 2019 L] 5
Pagu [SPB) Monitoring Referensil Referensill Data Konfirmasi PPNPN Lainnya  Utiliti Peraturan  Keluar
RUH SPP 2
Cetak SPP
RUH SPBy
Cetak SPBy

Tanggal 12 Nopember 2019

Lampiran 7.10

€ Aplikasi SAS 2019 rorah] £
Pagu SPP Monitoring Referensil Referensill Dats Konfirmasi PPNPN Lainnya Utiliti Persturan  Keluar

Transfer SPP ke PPSPM

|+40121 | SERETARIAT JENDERAL

01082019 73,

C:\APLIKASISAS2019\TEMP\
e -

Sater  PPK__ Tgl.SPP No. SPP.

I 11

3 0 G 3 .I

Tanggal 12 Nopember 2019
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Lampiran 7.11

€ Aplikasi SAS 2019 =
Pagu Monitoring Referensi] Referensill Data Konfirmasi BPNPN _Lainnya  Utiiti Persturan _ Keluar

RUH SPP S

Transfer ADK SPP

RUH 5PBy

Cetak SPBy

Tanggal 12 Nopember 2019

Lampiran 7.12

€ Aplikasi SAS 2019 rorah] £
Pagu SPP Monitoring Referensil Referensill Dats Konfirmasi PPNPN Lainnya Utiliti Persturan  Keluar

sampai dengan
2019 I Prost 01-08-2019

01-08-2019 ["IProses
01.08-2019 " Proses
Ll 01-08-2019 [ Proses

00390/44012115-2225/08/2019 [l [T Proses

Tanggal 12 Nopember 2019
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Lampiran 8 Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Tanggal 05-08-2019 Nomor 00397/4401210.5-2225/082019
Sét Pembayaran  : |4) Pembayaran Langsung (LS)

Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

- KEMENTERIAN SOSIAL (027) 7 Kegatan Tata Kelok Keuangan
2Uni Organisasi - SEKRETARIAT JENDERAL (01
3 Kantot(Satser - SEKRETARIAT JENDERAL (480121)
8 Kode Kegatan 77
D ARIA ) 9 ¥ode Fungsi, 11200

& Lokasi { S Fungsi, Program
§ Tempat - KOTA JAKARTA PUSAT (51) ¥
6 Alamat JALAN SALENBA RAYANO 28 10 Kewenangan Pelaksanaans - (KP) Kantor Pusat
[ Repaca

Yth. Pejabat Penands Tangan Surat Perintah Membayar

SEXRETARIAT JENDERAL

di KOTA JAKARTA PUSAT

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPAI27.01.1.480121/2019, 05-12-2018. bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagal besikut :
1. Jumiah pembayaran yang cimintakan - Rp 127 387.581
( seratus dua pulub tujub juta tiga ratus enam puluh wjuh ribu §ma s delapan pullth safu rupiah |

2 Untuk keperiuan : Pe Belanja Barang Perj Dinas sesua SPO Nomar : 26/934 002 A®82019 tanggal § Agustus 2019 Sesual SPP Nomor
00397 Tanggal 5 Agustus 2019

3. Jenes Belana : BELANJA BARANG

4 Atas Nama : Bendahara Pengeluaran SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL

5. Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28

6. Mempunyai sekening : PT Bank Negat Indonesa 1966 (persero) Tok KC Kramat Raya

nomee rekening - 863647272
7. Nomar can Tanggal SPK Konirak AR
. Nikai SPK Kontrak :Rp.0

TRESTRBOTRTO '
[T ] 4 PAGU SPPISPMSD. ) JUNLAH SD. SSADANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN DALAM DPASKPA YANG LALU SPP NI
1| SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA Rp) Rp} Rp) Rp) ®Rp)
2225 994 54111 6.721.920.0004 2915983 918 127.367.581 3.047.351 497, 3674.563.503
| [Sumiani 6.721.520.000} 2919.983 818] 127.367.581 3047351487 3.674.568.500
W |SEMUAKEGIATAN
2224 18.116.806.000) 9.296.124.270 o 0.296.124 270 9.927.509.230)
225 50,017 530.000) 43.200.492 0G| 127,367 581 48417850847 31.509.770.353
2226 12.584.862.000) 084,938 749] 0 6.084538.749) 6799029251
2221 14.455.244.000) 7.318.155.285 0 7:318.155.285| T141.088.715
2228 132.939.844.000) 61.521.257.334) 0| 61.521257334 71.451.088 668
2230 8.139.122.000) 4.115.604.647 0| 4115604 847 4.118.827.453
Jurriah Il 267.557.614.000} 136 626.572.351 127 367 581 136.753 530 832 131.038.211.668
UANG PERSEDIAAN
Lampitan [) |Lm- 0 |Surat Bk | [ |STS AAAAA Lembar
Pendukung ... Lembar Pengeluaran . Lembar
KOTA JAKARTA PUSAT, Tanggal seperti di atas
Diterima oleh penguj SPP / Penertxt SPM Pejbat Pembuat Kemtmen
SEKRETARIAT JENDERAL (440121) SEXRETARIAT JENDERAL (440121)
ada tanggal
Supryat Mira Riyas Kumash
NP. 196301231982032001 NP. 196305111993032001
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Lampiran 9 : Surat Tugas
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Daftar Nom
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Lampiran 11 : Lembar Verifikasi

LEMBAR CHEKLIST PERTANGGUNGJIAWABAN (SP1) PADA SEKRETARIAT JENDERAL

UNIT CRGANISAS!
KETERANGAN (V)
NO JENIS DOKUMEN 1. SPK Pelaxsana 2. SPK Rokeu
Ada | TdkAda | Ada | TdkAda
SPP LS honor Output Kegiatan
1 SPP LS v
2 $K darl Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa biaya .
yang timbul akibat penerbitan SK dibebankan pada Dipa
Daftar Nominatif Penerima (nama, Besara honor, W
3 Pajak,Nomor rek. Penerima, Ttd. Penerima) Ditandatanani ‘
oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran l i
4 |SSP PPh pasal 21 ; v
H {

Paraf

Bukti dokumen tersebut ciatas telah diperiksa secara LENGKAP / TIDAK LENGKAP dan telah diserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal.

Yang menyerahkan,

Catatan 1:

Catatan 2 :

69

Jakarta,

Petugas Verifikas!

Ve
-
4V

f




Lampiran 12 : Langkah-langkah Membuat Surat Perintah Membayar

Lampiran 12.1

user | | |
PASSWORD | |

SERVER TP | | | oem || BaTaL

Lampiran 12.2

€ Aplikasi SAS 2019 o=@ ] =
Pagu [SPM)) Monitoring _Referensil Referensill RPD Harian (APS) Lainnya Utiliti Peraturan  Keluar
us

RU H SPM Pengembalian Penerimaan
RU H SPM Imbalan Bunga

RUH SP38 BLU

RU H SPM Pengesahan Hibah

RU H SPM Dummy

Penyesuaian SP3B BLU

Cetak SPM
Cetak Daftar Lampiran
Cetak SPT

Catat Nomor SP2D.

. Load Master

ey

Tanggal 12 Nepember 2019

N L o) 753
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Lampiran 12.3

£ Aplikasi SAS 2019 o-eB]| £
Pagu SPM Monitoring Referensil Referensill RPD Harian (APS) Lainnya Utiliti Peraturan  Keluar

Terima ADK SPP dari PPK

Informasi Data Induk:
No.  MNo.SPP_ Tanggal PP Kd. Satker Hiai Kotor

Informasi Data Detl:
Akun Sisa Dana SPMIni Saldo Akhir

L

Lampiran 12.4

£ Aplikasi SAS 2019 o[ @] =
Pagu SPM Monitoring Referensil Referensill RPD Harizn (APS) Lainnya Utiliti Peraturan Keluar

Terima ADK SPP dari PPK

ih ADK SPP
Lookin: [Jg Downloads

R | |244012120180801 spp
5 | 244012120191223.5pp.
RecentPlaces | Video
Compressed

B o

e LGW Trick
. Programs
Music
Libraries
Computer
@

Pih ADKSPP  244012120150801

Fies of type: s

Code Page.

Tanggal 12 Nepember 2019

=N
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Lampiran 12.5

£ Aplikasi SAS 2019 o-eB]| £
Pagu SPM Monitoring Referensil Referensill RPD Harian (APS) Lainnya Utiliti Peraturan  Keluar

Terima ADK SPP dari PPK

Informasi Data Induk:
No.SPP_ Tanggal SPP__ Kd. Satker Hiai Kotor
10108 01-08-2013 440121 9.682.200

Informasi Data Detl:
Akun Sisa Dana SPMIni Saldo Akhir
524111 1,106,880 9,682,200 8,575,320

KEMENTERIAN SOSIA

Lampiran 12.6

€ Aplikasi SAS 2019 =& =
Pagu Monitoring Referensil Referensill RPD Harian (APS) Lainnya
Terima ADK SPP
Hapus SPP Sebelum Catat SPM
Terima ADK PPNPN

Peraturan  Keluar

R U H SPM Pengembalian Penerimaan
R UH SPMImbalan Bunga
RUHSP3BBLU

R U H SPM Pengesahan Hibah

R UH SPM Dummy

Penyesuaian SP3B BLU

Cetak SPM
Cetak Daftar Lampiran
Cetak SPT

Catat Nomor SP2D.

Load Master

orncs (I

Tanggal 12 Nepember 2019

72



Lampiran 12.7

£ Aplikasi SAS 2019 o-eB]| £

Pagu SPM Monitoring Referensil Referensill RPD Harian (APS) Lainnya Utiiti Peraturan  Keluar

Surat Perintah Membayar

RekapGaji | Supplir

Tanggal 12 Nepember 2019

Lampiran 12.8

£ Aplikasi SAS 2019 o] =
Pagu SPM Monitoring Referensil Referensill RPD Harian (APS) Lainnya Utiliti Peraturan Keluar

Surat Perintah Membayar

No.5PM dan Jenis SPM Satker Tol. dan No. Agenda K Bel Niai SPM Tgl. dan No. SPZD Status SPM
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Lampiran 12.9

€ Aplikasi SAS 2019 [E=RE=RE3
Pagu Monitoring  Referensil Referensill RPD Harian (APS) Lainnya Utiliti Peraturan Keluar
Catat, Batal dan Hapus SPM
Terima ADK SPP
Hapus SPP Sebelum Catat SPM
Terima ADK PPNPN

RU H SPM Pengembalian Penerimaan
RU H SPM Imbalan Bunga

RU H SP38 BLU

RU H SPM Pengesahan Hibah

RU H SPM Dummy

Penyesuaian SP38 BLU

Cetak SPM.

Cetak Daftar Lampiran
Cetak SPT

Catat Nomor SP2D

Load Master

erncce (Y

Lampiran 12.10

£ Aplikasi SAS 2019 o[ @] =
Pagu SPM Monitoring Referensil Referensill RPD Harizn (APS) Lainnya Utiliti Peraturan Keluar

o Catak Surat Perintah Membayar

Daftar Surat Perintah Membayar

HO.SPM TGLSPM  SATKER _SEKSI
L 230121

_|00385/440121/KG-2225/08/2019 01-08-2018 | 440121 [CProses
|00386 /440121/KG-2225/08/2019 01-08-2015 | 440121 [|Proses
_looza7/a40121/6T-2225 /0872019 01-08-2015 | 440121 [IProses
00366 /440121/KG-2225/08/2019 01-08-2019 | 440121 [IProses
_l00389/440121/GUP-2225/08/2013 01-08-2018 | 440121 ["|Proses
_|p0390/440121/.5-2225/08/2019 01-08-2013 | 440121 [CIProses
_l10108/4401211.5-2224/08/2019 01-08-019 | 440121 [|Proses
_|p0175/490 12111 5-2226/08 /2019 01-08-2015 | 440121 [IProses
_|20176/440121115-2226/08 /2015 01-08-2019 | 440121 [IProses
|30083/440121/.5-2227/08/2013 01-08-2018 | 440121 [CIProses
_{40085/440121/.5-2230/07/2019 01-08-2013 | 440121 [Proses
_l40087/4401211.5-2230/07/2019 01-08-2015 | 440121 [|Proses
|40085 /440121 5-2230/08 /201 01-08-2019 | 440121 [IProses
50710/440121L5-2228-PPNPNf08/20 19 | 01-08-2018 | 440121 ["|Proses
1507174401211 01082015 | 440121 [IProses

Tanggal 12 Nepember 2019

=N
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Lampiran 12.11

€ Aplikasi SAS 2019 [E=RE=RE3
Pagu SPM Monitoring _Referensil Referensill RPD Harian (APS) _Lainnya [Ufiliti| Peraturan _Keluar

Transfer SPM ke KPPN

Transfer SPM LS Rekening Penyalur BUN ke KPPN

Setting database

Kirim Data SPM ke SILABI
Kirim Data Persetujuan KKP ke PPK

Transfer Lampiran SPMKP

Kirim Nomor SP2D ke PPK.

oAL.

erncce (Y

1 12 Nepember 2019

Lampiran 12.12

€ Aplikasi SAS 2019 oL@ R
Pagu SPM Monitoring Referensil Referensill RPD Harian (APS) Lainnya Peraturan  Keluar

Transfer SPM ke KPPN

Satker 440121 SEKRETARIAT JENDERAL

s (55 |

Jenis ADKSPM | (02) Penyedia Barang dan Jasa

/0 Non Kontraktual  Kontraktual

e

Direktori Tujuan | C:\APLIKASISAS2019\

No.  Satker  Tgl.SPM K. Belanja Jumlah Uang Transfer ~

Tanggal 12 Nepember 2019
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Lampiran 13 Surat Perintah Membayar

KEMENTERIAMN SOSIAL
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 01-08-2019

Nomor : 00384/440121/15-2225/08/2019

Kuasza Bendahara Umum Megara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VI (182)

Agar melakukan pembayaran sejumilah Rp. 53.865.800,-

LIMA PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULLH LIMA RIEU DELAPAN RATUS RUPIAH

Jenis SPM : | 07 | LANGSUNG

CaraBayar: | 1 |Giro Bank

Tahun Anggaran : 2019

Sather
440121 KP

Dasar Pembayaran

ULV APBN 2019 NO.12 TAHUN 2018

(01) DIPAND. DIPA-027.01.1.440121/2019
TANGGAL 05-12-2018 REV.3
NO.DIPA-027.01.1.440121/2019

Kewenangan Nama Sather
SEKRETARIAT JENDERAL

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program

Sesuai 5PP Nomor 00384 31 Juli 2019

Kepada

NPWP : §3.706.001.1-023.000

Rekening : 663647272 (BPG 182 SETIEN KEMENSOS)

Bank/Pos : PT Bank Megara Indonesia 1946 (persero) Thk KC Kramat Raya
Uraian : Pem

11 o0 o7 0
Kegiatan, Output, Lokasi
2225 994 0151
Jenis Pembayaran i | Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran 14 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 010 RM/RM
PEMGELUARAN POTONGAN
Jenis Belanja Jumlah Uang BA Linit. Lok _Akun. Sater Jumlah Uang
52 53.865.800,-
Jumiah Pengeluaran 53.865.800,- Jumiah Potongan
IDR 53.865.800 -

: Bendahara Pengeluaran SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL Jalan Salemba Raya No. 28

an Belanja B‘-aral:llga:;g)aallanm Dinas Sesuai SPD Nomor 27/004,002.1/07/2019 Tanggal 28 Juni 2019

= Semua bukli-bukti pengeluaran yang disshicsn Pejabat Pembuat KomEmen telah
diujl dan cinyataksn memenuhl perTyaratan Ltk diakukan pembsyaran atas
behan APBN, selanjutnya buldi-bakt pengeluaran dimalssd dsmpan dan
ditatausahaican cleh Pejabat Penancatangan SPM.
® Kebenaran pertibangan dan isl yang terheang dalam SPM inl memjsdl tanggung
B

jawab Pejsbat Penandatangan SP
LI LCTRURE T TRA

| 217 383 870 2-3 84

JAKARTA, 1 AGUSTUS 2019

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan 5PM

Supriyati
NIP. 196301231992032001
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Lampiran 14 : Surat Pernyataan Pembebanan Perjalanan Dinas

0%- KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
/7 JaLAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT 10430
TELEPON 3100406 LAMAN : http:/www.kemsos go.id

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR: : 3f/KEU/SPD/SPPT/02/2019

¥ang bertanda tangan di bawsh ini:

Mama ¢ R, Amin Raharjo

NIP : 196204121993031001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Unit Organisasi ¢ Biro Keuangan

Kementarian/Lembaga : Kementerian Sasial
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Mama : Budi Santoso

NIP :

Jabatan : Ajudan Mensos

Unit Organisasi : Kementerian Sosial

Kementarian/Lembaga : Kementerian Saosial

Dibatalkan atau tidzk dapat dilsksanzkan disebabkan adanya keperluzn dinas leinnya yang
sangat mendesak/ penting dan tidak dapat ditunda yaitu mengikuti perubshan jadwal
kunjungan kerja pimpinan sshubungan dengan pembatalan terssbut, pelsksanaan perjalanan
dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pagawai negeri lain,

Demikian surat pernyatzan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata
surat pernyatzan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlzku.

Jakarts, 07 Februari 2019

Drs. R, Amin Raharjo
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Lampiran 15 : Surat Pernyataan Pembatalan Tugas

i%- KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
V7 JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT 10430
TELEPON 3100406 LAMAN : http:/iwww kemsos.go.id

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALAMAN DIMAS JABATAN

fang bertandz tangan dibawsh ini:

Nama : Drs, R, Amin Raharjo

NIP  196204121993031001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitman

Satker : Biro Keuangan

Kementerizn/Lembaga : Kementerian Sosial
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas
Nomor @ 42/KEU/SPD/ST/02/2019 Tanggal OF Februari 2019 dan SPD  Momor
089/994,002,A.524111/KEU/SPD/2/2013 atas nama:

Hama + Budi Santoso

NIP i -

Jabatan ¢ Ajudan Mensos

Sathar : Kementerian Sosial

Kementerizn/Lembaga : Kementerian Sosial

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyatsan Pembatzlan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Momer
3/KEU/SPD/SPRT/02/2019 Tanggal 7 Februari 2015,

Barkenzan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa angkutan udara dan bisya
penginapan yang telsh terlanjur dibayarkan atzs beban DIPA tidak dapat dikembalikan/ refnd
(sebagian/seluruhnya) sebesar Rp G5.985.200 sehingga dibebankan pada DIPA  Nomer:
027.01,1.440121/2019 Tanggal 5 Desember 2018 Satker biro keuangan.

Demikizn surat pernyatzan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyats
surat pernyatzan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Megara, saya bertanggung jawab
penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara,

Jzkartz, 7 Februari 2019
Yang Membuzt Pernyatzan
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Lampiran 16 : Sheet Rekap Biaya Perjalanan Dinas
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